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ABSTRAK SKRIPSI 

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Kodifikasi Total Pada Keberadaan 

Undang-Undang Pidana Khusus ( Kajian Terhadap Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi)” ini, secara umum bertujuan menjelaskan transformasi delik 

Tindak Pidana Korupsi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Serta akibat hukum dari adanya kodifikasi tersebut bagi Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif, dimana penelitian yuridis normatif tersebut penulis menggunakan 

pendekatan perundang-undangan atau setatute approach. Dalam hal teknik 

pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data 

diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisa sehingga diperoleh 

dan didapati kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya disusun 

sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa transformasi delik Tindak 

Pidana Korupsi dari Undang-Undang Tipikor ke dalam RUU KUHP 2015 hanya 

memasukkan hukum materil, adapun hukum formilnya masih tetap diatur dalam 

Undang-Undang Tipikor dan tidak dimasukkan ke dalam RUU KUHP 2015. 

Ketentuan pengaturan mengenai hukum acara dalam menangani Tindak pidana 

Korupsi masih diatur dalam ketentuan Undang-Undang khusus di luar KUHP. 

Selain ketentuan tersebut dalam pejatuhan sanksi pidana bagi pelaku Tindak 

Pidana Korupsi ancaman sanksi denda terdapat perbedaan, jika dalam Undang-

Undang Tipikor pidana denda diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu denda 

minimum  dan maksimum, namun dalam  RUU KUHP 2015 denda 

diklasifikasikan ke dalam VI  ketegori. Disisi lain untuk pidana denda bagi pelaku 

Tindak Pidana Korupsi diancam dengan denda pada golongan II dan IV,  

Sementara untuk definisi korupsi itu sendiri dalam RUU KUHP 2015 definisnya 

sama dengan pengertian korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor. 

Adapun pengaturan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi eksistensinya masih tetap diakui dan 

kewenangannya tidak didegradasi akibat kodifikasi tersebut, Pasal 780 RUU 

KUHP 2015 dapat menjembatani dalam mendefinisikan pengertian korupsi dan 

Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK, 

selain adanya Pasal 780 RUU KUHP pada Pasal 781 ayat (1) RUU KUHP 

menyatakan hukum acara pidana yang menyimpang dari KUHP, yang diatur 

dalam Undang-Undang khusus dinyatakan masih tetap berlaku eksistensinya. 

 

Kata Kunci : Kodifikasi, RUU KUHP 2015, Tindak Pidana Korupsi    
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